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KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI

NOMOR 423/ . 3ok - P:Jcbuzz’/xmﬁ

TENTANG

AN PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1
PARiiiiTSAELAK, SEKOLAH MENENGAH ATAS (SNMA) NEGERI 1 KABANDUNGAN
DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 KAFL!BUNDER -
| ' DI LINGIKKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUKABUMI

BUPATI SUKABUMI,

bahwa untuk menjamin sistem penyelenggaraan dan meningkatkan mutu
Satuan Pendidikan Kelas Jauh Seknlah Menengan Atas (SMA) Negeri di
Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kabudayaan Kabupaten Sukabumi,
maka dipandang perlu adanya penetapan Kelas Jauh menjadi Sekolak

Menengah Atas (SMA) Negeri;

Menimbang @ a.

b. bahwa Kelas Jauh Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Parungkude
i di Parakansalak dan di Kabandungan seita Kelas Jauh Sekolal
! Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Jampangkulon di Kalibunder, telat
memenuhi persyaratan formai dan material untuk ditetapkar

pencgriannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yancg
berlaku; S

i - c. bahwa untuk maksud dan kepentingan sebagaimana tersebut pad:
; huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan’Keputusan Bupati. '

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah.
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsl Jawa Barat (Berite
Negara Republik Indonesla tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1874 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor §5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomoi
3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42
Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahur
1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negare
Republik Indonesia Nomor 304 1):

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 lentang Keuangan Negarz

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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4 u'r{d_-;mg.Undang Nomor 20 Tahun 2003 lentang Sistem Pendidixan

Nasim‘.af'(Lembaran Negara Repulilik indonesiy Tahun 2003 NornOr'?S,
Tambahar Lembaran Negara Repubtik 'ndonesia Nomor 4302);

Uﬂdar‘lg—UﬂdaﬂQ Norricr 1 Tahun 2004 ientang Perbendaharaan Negara
{Lembaran Negara Republik indoresia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4355);

)

5. Undang-UncIang Nornor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4389):

7. Undang-Undang  Nomer 15 Tahun 2004 tentang  Pemarlkeaan

Pengelolaan Tangg‘{gngj_awab Kavansar, ivegara (Lembaran Negara
Republik Indonesiz Tahun 2004 Nomor 686, Tambahan l.embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang. Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tamhahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844):

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lﬁdonesia Nomor
4578):

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraanv Pemerintahari Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesiz Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593):

15.Peratyran Pemerintah Nomor 3g Tahun 2007 tentang Pembagian *

Urusan Pemerintahan Antara Pemermtah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia ahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
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16. Peraturan Pemer_in{ah_r_\éomo-r' 3_9_ Tanhun 2007 lentang Pengelalaan

© . Negara/Daerah (Lembaian ‘Negara Republik indonesiz Tahwun 290!
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
4738); '

17 Peraturann Pemerintzh Nomor 41 Tahun 2C07 lentang  Organisasi
Perangkat Daeran (Lembaran Negara Republik Indonesia fahun 2007
Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik - Indonesia Nomor
4741);

~ O

~

18 Peraturan Menteri Pendldlkan Naslonal Nomor 11 Tahun 2005 tentang
Buku Teks Pelajaran;

19 Peraturan Menteri Dalam Négeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; '

20.Keputusan Menteri Pendldlkan Naslonal Nomor 060/U/2002 tentang
Pedoman Pendirian Sekolah; -

21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006-2010
(Lernbaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);

22 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan
yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 NMomar 1)

23.Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukabumi Tahun 2007 Nomor 2);

24.Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 33 Tahun 2007 tentang-Strultur-

Organisasi dan Tata Kefja Uinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sukabumi (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007
Nomor 3);

25.Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 117 Tahun 2004 tentang Penetapan
Kembali Nomenklatur Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah
Menengah Atas (SMA) di Kabupateri Sukabumi.

MEMUTUSKAN :

: Penegerian Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Parakansalak,

Sekolah Meneﬁgah Atas (SMA) Negeri 1 Kabandungan dan Sekolah
Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kalibunder. .

: Dengan ditetapkannya penegerian Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, maka sistem
penyelenggaraan pendidikan, mekanisime kerja Jan tenaga pendidik
secara institusional harus segera disesuaikan berdasarkan perafuran
perundang-undangan yang berlaku.

. Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Sukabumi untuk terus melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana
dimaksud pada Diktum KEDUA, secara optimal.
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